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PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR 28 TAHUN 2020 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN 

Menimbang 

Mengingat 

PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 
KOTA PALANGKA RAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA 

a. bahwa dalam rangka pelak$anaan ketentu2.n Pasal 20 
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan 
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
l;>ahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat membentuk 
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); 

b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD) Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya untuk 
melaksanakan kegiatan teknis operasional berdasarkan 
kebutuhan daerah yang telah memenuhi kriteria dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan _sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Togas, .Fungsi Dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2753); 

'I 
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2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 
Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 558i) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 201~i tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Unclang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 
Tentang Petern~kan clan Kesehatan Hewan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, 
Tambahan Lembaran Negara Rei;ublik Indonesia Nomor 

5619); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3547); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tah1..1.n 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
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diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Pert,1.bahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Oaerah; 
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Pen3yaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia 
dan Unit Penanganan .{)aging (Meat Cutting Plant) (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1108); 

14. Peraturan Menteri :Oalam Nege;ri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 
20 l 9 ten tang Pembentuk;;i.n dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2); 

16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 
2019 ten tang Pembentuka n Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Oaerah Kota Palangka 
Raya Nomor 16); 

15. Peraturan WaJ.ikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 
2019 ten tang Kedudukan, Susunan Organisas.i, Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, 
l.J saha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota 
Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya 
Tahun 2019 Nomor 49); 
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MEMUTUSK.AN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISA$I, TUOAS, FUNGSI PAN TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA Tl~KNIS DAERAH RUMAH 
POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN 
KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA R,AYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Palangka. Raya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 

unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil 
clan Pegawai Pemeintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 
peratur.an perundang-undangan. 

4. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas pelaksanaar.. kegiatan pelayanan 
publik serta ~dministrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 

5. Jabatan Fung~ional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

6. Oinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Kota Palangka Raya. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian clan 
Ketahanan Pa.ngan Kota Palangka Raya. 

8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Kot.a Palangka Raya. 

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 
disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya. 

10. Kepal&. UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Kota Palangka Raya. 
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11. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha 
pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 
Perta.nian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya. 

12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Xepala Sub 
Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 
pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 
Palangka ·Raya. 

13. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau 
sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, afr, 
dan/ a tau udara, baik yang dipelihara maupun yang di 

habitatnya. 
14. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya 

diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku 
industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait 
dengan pertanian. 

15. Unit Penanga.nan Daging (meat cutting plant) yang 
selanjutnya disebut dengan UPD adalah suatu 
bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan 
syarat tertentu yang digunaka.n sebagai tvmpat untuk 
melakuka.n pembagian karkas, pemisahan daging dari 
tulang, du.n pemotongan daging sesuai topografi karkas 
untuk menghasilka.n daging untuk konsumsi 
masyarakat umum. 

~6. Daging adalah bagia.n dari otot skel.etal karl:as yang 
lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, 
terdiri atas potongan daging bertulang da.n daging tanpa 
tula.ng, dapat berupa daging segar hangat, segar dingi.n 
( chilled) atau kar kas beku (f,-ozen). 

J 7. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk 
menghasilkan daging hewan yang terdiri dari 
pemeriksaa.n ante-mortem, penyembelihan, 
penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post
mortem. 

18. Dokter hewan penanggungjawab teknis adalah dokter 
hewan yang ditunJuk oleh Manajemen RPH dan/atau 
UPD berdasarkan rekomcndasi dari Gubernur/Bupati/ 
Walikota yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan 
ante-mortem da.n post-mortem serta pengawasan di 
bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH 
dan/atau UPD. 

19. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dise:but dengan 
RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan 
der..gan desain dan syarat tertentu yang digunakan 
sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi 
masyarakat umum. 



-6-

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian 
dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 
(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Kota Pal:1.ngka Raya : 
a . Kepala; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Kelompok ~rabatan Fungsional; dan 
d. Kelompok Jabatan Pelaksana. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. 

(3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong 
Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
memiliki klasifikasi kelas A dengan beban kerja yang 
besar. 

BAB IV 
KEDUDUKAN 

Pasal 4 
(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan 

pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 
Palangka Raya berkedudukan sebagai unsur pelaksana 
teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas 
dinar.. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan 
pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin 
oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan 
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada kepala dinas melalui sekretaris. 
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BABY 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 5 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan pac;la 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rumah Potong 
Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

mempunyai tugas pokok : 
a. memberikan pelayanan dalam penyediaan daging yang 

aman sehat, utuh dan halal (ASUH) bagi masyarakat; 
b. melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum daging 

dipotong (ante-mortem) dan pemeriksaan daging (post 
mortem) untuk mencegah penularan penyakit hewan 
kepada manusia yang dikenal dengan meat bon1.e 
disease; 

c. melaksanakan pemotongan hewan secara benar; 
d. mendeteksi dan memonitor penyakit hcwan yang 

ditemukan pada pemeriksaan daging guna pencegahan 
dan pemberantasan penyakit hewan menular.; 

e. penyeleksian dan pengendalian terhadap pemotongan 
hewan yang ditemukan pada pemeriksaan daging guna 
pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan 
menular; dan 

f. meJaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan bidang tugas. 

Pasal 6 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
clalam pasal (5), Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah 
Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan menyelen~garakan fungsi : 
a. tempat pemotongan hewan secara benar; 
b. memberikan pelayanan dalam penyediaan daging yang 

aman sehat, utuh dan halal (ASUH) bagi masyarakat; 
c. melakukan pemeriksaan (antemordem) dan p,emeriksaan 

daging serta hasil ikutannya (post mortem) untuk 
mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia 
yang dikenal dengan meat borne disease; 

d. mendeteksi dan memonitor penyakit hewan yang 
ditemukan pada pemeriksaan daging guna pencegahan 
d.an pemberantasan penyakit hewan menular; 

e. melakukan penyeleksian dan pengendalian terhadap 
pemotongan hewan betian bertanduk masih produktif; 
dan 

f. pengelolaan urusan ketatausahaan. 
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BAB VI 

URAIAN TUGAS 

Pasal 7 
(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada pasal (5), Kepala UPTD mempunyai fungsi: 
a. mengkoordinasi dan mengelola Rumah Potong 

Hewan, standar peralatan dan perlengkapannya; 
b. pelaksanaan pemotongan hewan; 
c. melaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; 

dan 
d. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan pelaksaan tugas. 
(2) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai rincian 
tugas: 
a. menyusun rencana dan program kerja UPTD 

0 

Rumah Potong Hewan; 
b. melakukan koordinasi dan pengendalian dalam 

penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemotongan 
Hewan di wilayah kerjanya; 

c. perencanaan kegiatan masing-masing urusan 
teknis untuk ditetapkan sebagai rumusan program 
dan pengembangan UPTD Rumah Potong Hewan; 

d. pemberian arahan, pembinaan pada jajaran 
petugas Rumah Potong Hewan; 

e. menilai hasil kerja bawahan berdasrkan hasil kerja, 
hasil yang dicapai sesuai· ketentuan yang berlaku 
sebagi bahan pertimbangan dalam pengembangan 
karir; 

f. memberikan saran dan bahan pertimbangan 
mengenai hal yang berhubungan dengan tugas 
pengembangan/ peningkatan produktivitas daerah 
sesuai dengan tugas permasalahannya sebagai 
bahan pimpinan dalam menjalankan kebijakan; 

g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 
berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan APBN 
dan APBD serta petunjuk Kepala Dinas; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 
diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. 
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Pasal 8 
(1) Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Rumah Potong Hewan, mempunyai tugas pokok : 
a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, 

kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi 
dan pelaporan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah; 
dan 

b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh 
Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), Sub Bagian Tata U saha Rumah Po tong 
Hewan mempunyai fungsi : 
a. mengelola urusan umum; 
b. mengelola un1san keuangan; 
c. mengelola urusan perlengkapan; dan 
d. mengelola urusan rumah tangga. 

(3) Kepala Sub Bagian Tata llsaha Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Rumah Potong Hewan mempunyai nnc1an 
tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan pengeolaan urusan 

administrasi keuangan SDM aparatur 
ke1umaht'l.nggaan, sarpra.s, kearsipan dan tugas
tugas lain yang diberikan oleh Kepala UfYfD; 

b. mernbagi tugas kepada para bawahan lingkungan 
sub bagian tata usaha sesuai dengan bidang 
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar 
tugas segera diproses lebih lanjut; 

c. menyelia tugas bawahan dalam pengelolaan urusan 
administrasi keuangan, SDM aparatur 
kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan 
UPTD; 

d. membimbing bawahan dalam pengelolaan urusan 
administrasi keuangan, SDM aparatur 
kcrumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan 
UPTD; 

e. menilai prestasi kerja bawahan lingkungan sub 
bagian tata usaha berdasarkan hasil kerja yang 
dica.pai sebagai bahan pembinaan dan peningkatan 
karir; 

f. menyelenggarakan pengolahan data, administrasi 
dan kearsipan; dan 

g. n1elaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh 
kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas. 
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Pasal 9 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Rumah Potong Hewan mempunyai tugas 
menyelenggarakan terdiri dari : 
a. Medik Veteriner (Dokter hewan); 
b. Pengelola limbah; 
c. Keurmaster RPH-R; 
d. Keurmaster RPU; dan 
e. Keurmaster RPH Babi. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional 
melaksanakan fungsi : 
a. pemeriksaan hewan yang akan dipotong; 
b. pemotongan hewa.n; dan 
c. pengelolaan kebersihan limbah. 

BAB VII 
TATA KERJA 

Pasal 10 
(1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintal1an yang 

menjadI tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah disusun. standar prosedur 
ke1ja atau manual dan Standar Pelayana.n Minimal 
(SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP). 

(2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau 
manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta. 
Standar Operasional Prosedur (SOP) scbagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Walikota 
berdasarkan Peraturan Perundang-U ndangan. 

(3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya 
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah wajib menerapkan 
prinsif koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 
simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing 
maupun antar satuan organisasi di lingkungan 
pemerintah daerah atau dengan instansi lain diluar 
pemerintah daera.h, sesuai dengan tugas dan fungsi 
masing-masing dan menerapkan asas umum 
Penyelenggaraan Negara. 
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(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya 
clan Unit Pelaksana Teknis Daerah wajib mengawasi, 
memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta 
memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya dan apabila terjac:1.i penyimpangan agar 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
Peraturan Perundang-Undangan. 

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya 
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah wajib mengikuti dan 
mematnhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada 
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan 
secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan 
kepada satuan kerja. organisasi lain secara fungsional 
memp"Unyai hubungan kerja. 

(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 
kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut 
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan 
masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib 
mengadakan rapat herkala. 

(8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi dilingkungan 
Dir 1as Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka 
Raya dan Unit Pelaksana Tekn;s Daerah berhalangan 
rnaka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan 
oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya. 

BAB VIII 
KEPEGAWAIAN, ESELON 

Bagian Kesatu 
Kepegawaian 

Pasal 11 
(1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat 

dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang
undangan;. 

(2) Pengangkatan seperti yang dimaksud pad.a ayat (1), 
wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang 
Urusan Pemerintahan yang membidangi yang diatur 
sesuai Peraturan Menteri di Bidang urusan 
pemerintahan yang membidangi. 
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Bagian Kedua 
Eselon 

Pasal 12 
(1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a atau 

jabatan pengawas. 
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan 

struktural eselon IV.b ataujabatan pengawas. 

BAB IX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 13 
( 1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Palangka Raya serta sumber-sumber lainn~:a yang sah 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang
undangan. 

(2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan 
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada 
Dinas yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah 
dimaksud. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Kedud· . .1kan, Sustinan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata 
Kerja Unit Pelaksan.a Teknis Daerah Rumah Potong Hewan 
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota 
Palangka. Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 
2019 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 15 
Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya., memerintahkan 
pengundangan Peraturan W alikota 1m dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya. 

Diu:ndangkan di Palangka Raya 
pad.a tanggal 11 i:leptembe1.· 2020 

Oitetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal11 September : 820 

SEKRET .$:E>AERAH KOTA PALANGKA RAYA, 
\NTAH . 

~~ «-'?" 
1
GRAHAYU 

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 27 



LAMPIRAN 

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR 28 TAHUN 2020 
TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN 
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH 
POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN 
PANGAN KOTA PALANGKA RAYA 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN PADA 
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALANGKA RAYA 

KEPALA UPI'D I • 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

KEPALA SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

~ 


